
48 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Asyrofi, Zaenuddin. 2016. Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tingkat 

 Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Skripsi. 

Aenin, Husni. 2013. Pengaruh Karakteristik Pemerintah, Kompleksitas 

 Pemerintah dan Hasil Audit BPK Terhadap Tingkat Penguungkapan 

 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia. Skripsi.  

Basuki. 2007. Pengelolaan Keuangan Daerah. Yogyakarta: Kreasi Wacana. 

Girsang, Heri Atapson. 2015. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat 

 Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Skripsi 

Halim, Abdul. 2007. Akuntansi Sektor Publik; Akuntansi Keuangan 

Daerah.Jakarta :Salemba Empat 

Handayani, Sri. 2010. Pengungkapan LaporanKeuangan Pemerintah Daerah 

 Kabupaten Kota di Indonesia 2006. Jurnal Ilmu Administrasi. Vol VII. 

 No.2. 

 

Heriningsih, dan Rusherlistyani. 2013. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi 

 Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal 

 Ekonomi dan Bisnis. Volume 13. Nomor 02. 

Hendriyani dan Tahar. 2015. Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat 

 Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Di Indonesia.  

 Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE), Vol. 22, No. 1. 

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. 2012. Standar Akuntansi 

 Pemerintahan: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 

 Tahun 2010. Salemba Empat. Jakarta. 

 

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah 

 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan 2012. (2012). Jakarta: Badan 

 Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). 

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah 

 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan 2013. (2013). Jakarta: Badan 

 Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). 

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah 

 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan 2014. (2014). Jakarta: Badan 

 Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). 

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah 

 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan 2015. (2015). Jakarta: Badan 

 Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). 



 
49 

 

 
 

Ingram, Robert W & Douglas V. De. Jong 1987, ’The Effect of Regulation on 

 Local Government Disclosure Practices’, Journal of Accounting and 

 Public Policy, vol. 6, issue 4, pp. 245-269. 

Liestiani, Annisa. 2008. Pengungkapan LKPD Kabupaten/Kota di Indonesia 

 untuk Tahun Anggaran 2006. Skripsi Sarjana. FEUI. Depok. 

Mahmudi. 2011. Akuntansi Sektor Publik. UII Press.Yogyakarta. 

 

Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Offset. 

Peraturan Mendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

 Keuangan Daerah. 

Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. 

Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 

Priyatno, duwi. 2012. Cara Kilat Belajar Analisis Data dengan SPSS 20. 

Yogyakarta: Andi. 

Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 

 Tanggung Jawab Keuangan Negara. 

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. 

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara 

 Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 

www.sumsel.bps.go.id. Badan Pusat Statistik Indonesia. 

 [Akses tanggal 20 Februari 2017] 


